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Asma Jafar (B 111 11 041), PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP 
PENGGUNAAN ZAT ADITIF PADA MAKANAN dengan dosen 
pembimbing Bapak Ahmadi Miru (selaku pembimbing I) dan Ibu Harustiati 
A. Moein (selaku pembimbing II). 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen 
terhadap penggunaan zat aditif pada makanan serta peranan pemerintah 
dalam mengawasi makanan yang mengandung zat aditif. 
 Sumber data yang ditemukan dari penelitian ini yaitu dari hasil 
wawancara  dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 
(BBPOM) Makassar, pihak Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi 
Selatan, Pelaku Usaha dan Konsumen. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat 
diketahui bahwa Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen 
maka setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi 
standar keamanan dan mutu pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 
111 Undang-Undang tentang Kesehatan bahwa makanan dan minuman 
yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar 
dan/atau persyaratan kesehatan, dan hanya dapat diedarkan setelah 
mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam Pasal 87 Undang-Undang tentang Pangan menentukan 
bahwa pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di 
laboratorium sebelum diedarkan, pengujian yang dimaksudkan dilakukan 
di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh 
akreditasi dari pemerintah. Upaya pengujian terhadap pangan sebelum 
beredar dan bahkan pangan yang telah beredar harus dilakukan karena 
tidak sedikit pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalankan 
usaha nya sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang telah ditentukan 
dalam UUPK Pasal 7 huruf (a) yaitu kewajiban pelaku usaha adalah 
beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Sedangkan Peranan 
pemerintah dalam hal ini adalah Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan (BBPOM) Makassar dalam mengawasi makanan yang 
mengandung zat aditif yaitu dengan cara menugaskan secara berkala 
pegawai dari bidang pemeriksaan dan penyidikan ke pasar-pasar 
tradisional, toko-toko swalayan, pabrik atau industri rumah tangga untuk 
pengambilan sampel makanan yang terdeteksi mengandung zat aditif 
yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang kemudian akan dilakukan 
pengujian di laboratorium. Serta memusnahkan makanan tersebut jika dari 
hasil pemeriksaan, makanan tersebut mengandung zat aditif yang 
berbahaya atau tidak sesuai dengan ketentuan. Pemusnahan yang 
dimaksudkan adalah dengan cara membakar atau mengubur makanan 
tersebut, untuk pemusnahan dengan cara dibakar pihak Balai Besar 
Pengawas Obat dan Makanan miminta pertimbangan terlebih dahulu 
kepada pihak lingkungan hidup apakah makanan tersebut berbahaya bagi 
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A. Latar Belakang Masalah 
Era perdagangan bebas adalah merupakan era keterbukaan dan 
tanpa hambatan proteksi yang diharapkan terciptanya suatu kondisi 
perdagangan yang dilandasi oleh prinsip persaingan usaha. 
Perkembangan perubahan prinsip perdagangan dari era ketertutupan, 
tradisional, monopoli dan proteksi kepada era keterbukaan tanpa 
proteksi merupakan pencerminan dari pertumbuhan pemikiran ke arah 
modernisasi hubungan antar bangsa-bangsa.1 
Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan 
khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah 
menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat 
dikomsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang 
didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika 
telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa 
melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau 
jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun 
produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak 
mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen 
akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta 
semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan 
 
1 Erman Rajagukguk. Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 
2000, hlm. 83. 
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kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan 
kemampuan konsumen.2 
Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari 
kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat 
keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan 
produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan 
konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk 
yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas. 
Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen  dapat timbul sebagai 
akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen 
dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar 
hukum yang dilakukan oleh produsen.3 
Lambannya perkembangan perlindungan konsumen di negara 
berkembang yang perkembangan industrinya baru pada tahap 
permulaan karena sikap pemerintah pada umumnya masih melindungi 
kepentingan industri yang merupakan faktor esensial dalam 
pembangunan suatu negara. Akibat dari perlindungan kepentingan 
industri pada negara berkembang termasuk Indonesia tersebut, maka 
ketentuan-ketentuan hukum yang bermaksud untuk memberikan 
perlindungan kepada konsumen atau anggota masyarakat kurang 
berfungsi karena tidak diterapkan secara ketat. Walaupun demikian, 
 
2  http://e-journal.uajy.ac.id/1356/2/1HK09051.pdf  
3 Ahmadi Miru. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di 
Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.1. 
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  tidak dapat dipungkiri bahwa usaha pemerintah untuk memberikan 
perlindungan kepada konsumen telah dilakukan sejak lama, hanya 
saja kadang tidak disadari bahwa pada dasarnya tindakan tertentu 
yang dilakukan oleh pemerintah merupakan usaha untuk melindungi 
kepentingan konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
dikeluarkannya berbagai ketentuan perundang-undangan yang apabila 
dikaji, maka peraturan perundang-undangan tersebut sebenarnya 
memuat ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen, 
walaupun dalam konsiderans peraturan perundang-undangan tersebut 
tidak disebutkan untuk tujuan perlindungan konsumen.4   
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen 
diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan 
dalam mengkomsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk 
didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 
digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk 
mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk 
 
4 Ibid., hlm. 67-68.  
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diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai 
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; serta hak-hak 
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 
 Penggunaan bahan tambahan atau zat aditif pada makanan dan 
minuman semakin meningkat, terutama setelah adanya penemuan-
penemuan termasuk keberhasilan dalam menyintesis bahan kimia baru 
yang lebih praktis, lebih murah, dan lebih mudah diperoleh, 
penambahan bahan tambahan atau zat aditif ke dalam makanan 
merupakan hal yang dipandang perlu untuk meningkatkan mutu suatu 
produk sehingga mampu bersaing di pasaran.5 
 Produk pangan yang sering dikomsumsi konsumen setiap harinya, 
yang selama ini diandalkan sebagai sumber protein nabati namun 
ternyata masyarakat sebagai konsumen tidak menyadari bahwa produk 
pangan tersebut mengandung bahan berbahaya. Produk pangan yang 
dimaksud, banyak sekali terdapat pada jajanan sekolah, jajanan pasar, 
makanan catering, bahkan didalam toko-toko swalayan yang sering kali 
kita anggap paling bersih dalam hal penyediaan bahan makanan yang 
merupakan bentuk dari pasar modern pun tak luput dari ancaman 








Pada awalnya zat-zat aditif tersebut berasal dari bahan tumbuh-
tumbuhan yang selanjutnya disebut zat aditif alami. Tidak menimbulkan 
efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Akan tetapi, 
jumlah penduduk bumi yang makin bertambah menuntut jumlah 
makanan yang lebih besar sehingga zat aditif alami tidak mencukupi 
lagi. Oleh karena itu, industri makanan memproduksi makanan yang 
memakai zat aditif buatan (sintetis). Bahan baku pembuatannya adalah 
dari zat-zat kimia yang kemudian direaksikan. Zat aditif sintetis yang 
berlebihan dapat menimbulkan beberapa efek samping misalnya: gatal-
gatal, dan kanker.7 
Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dalam proses 
produksi pangan perlu diwaspadai bersama, baik oleh produsen 
maupun oleh konsumen. Dampak penggunaannya dapat berakibat 
positif maupun negatif bagi masyarakat. Penyimpangan dalam 
penggunaannya akan membahayakan kita bersama, khususnya 
generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa. Di bidang 
pangan kita memerlukan sesuatu yang lebih baik untuk masa yang 
akan datang, yaitu pangan yang aman untuk dikomsumsi, lebih 
bermutu, berigizi, dan lebih mampu bersaing dalam pasar global.  
Kebijakan keamanan pangan (food safety) dan pembangunan gizi 
nasional (food nutrient) merupakan bagian integral dari kebijakan 




Kebijakan keamanan pangan (food safety) dimaksudkan untuk 
mengendalikan bahaya yang terdapat pada pangan yang akan 
dihasilkan dan dikomsumsi oleh konsumen. Sedangkan pembangunan 
gizi nasional (food nutrient) dimaksudkan untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang pentingnya peningkatan gizi untuk 
mewujudkan sumber daya manusia yang sehat.8 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap 
penggunaan zat aditif pada makanan ?  
2. Bagaimana peranan pemerintah dalam mengawasi makanan yang 
mengandung zat aditif ? 
C. Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen 
terhadap penggunaan zat aditif  pada makanan. 
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah dalam 






8.Wisnu Cahyadi, Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan. Bumi 
Aksara. Jakarta. 2009. Hlm. 1. 
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D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Akademis / Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya 
hukum perdata dan juga yang berminat untuk meneliti lebih lanjut 
tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan zat aditif 
pada makanan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pelaku usaha agar lebih 
memperhatikan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha 
untuk tidak menggunakan bahan tambahan atau zat aditif pada 
makanan yang dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan 
konsumen. 
b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat untuk 










A. Perlindungan Konsumen 
1. Pengertian Perlindungan Konsumen  
Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya di singkat UUPK) 
dijelaskan bahwa: 
“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 
konsumen.” 
 
Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan 
manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di 
dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan 
konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang 
satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan 
antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.9 
Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan 
konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat 
dijelaskan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita; yaitu 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. 
Mengenai peraturan perundang-undangan yang bertujuan 
untuk memberikan perlindungan keamanan, keselamatan atau 
kesehatan kepada rakyat Indonesia saat ini dapat dijumpai dalam  
 
 
9 Erman Rajagukguk. Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 
2000, hlm. 7. 
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berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan berbagai 
Peraturan  atau Keputusan Menteri dari Berbagai Departemen. 
Peraturan Perundang-undangan tersebut antara lain seperti:10 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 202, 203, 
204, 205, 263, 364, 266, 382 bis, 383, 388 dsb. Pasal-pasal 
tersebut mengatur pemidanaan dari perbuatan-perbuatan : 
memasukkan bahan berbahaya ke dalam sumber air minum 
umum; menjual, menawarkan, menerimakan atau membagikan 
barang yang dapat membahayakan jiwa atau kesehatan orang; 
memalsukan surat; melakukan persaingan curang; melakukan 
penipuan terhadap pembeli; menjual, menawarkan atau 
menyerahkan makanan, minuman dan obat-obatan palsu. 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1473-1512; Pasal 
1320-1338.Pasal-Pasal tersebut mengatur perbuatan yang 
berkaitan dengan perlindungan kepada pembeli dan 
perlindungan kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.  
b. Ordonansi Bahan-Bahan Berbahaya Tahun 1949, Ordonansi 
yang menentukan larangan untuk setiap pemasukan 
pembuatan, pengangkutan, persediaan, penjualan, penyerahan, 
penggunaan dan pemakaian bahan berbahaya yang bersifat 




10  Ibid. hlm. 8-10. 
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c. Undang-Undang tentang Obat Keras Tahun 1949, Undang-
Undang ini memberikan kewenangan pengawasan oleh 
pemerintah terhadap pemasukan, pengeluaran, pengangkutan 
bahan-bahan obat keras yang akan diproduksi atau diedarkan. 
d. Undang-Undang No. 23  Tahun 1992 Tentang Kesehatan. 
Undang-Undang ini memberikan kewenangan pengawasan 
pemerintah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. 
(Sekarang telah diganti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009) 
e. Undang-Undang No. 10 Tahun 1961 tentang Barang. Undang-
Undang ini merupakan landasan untuk mengatur hal-hal yang 
berkaitan dengan standar barang. 
f. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal . 
Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada 
pemerintah untuk mengelolah standar-standar satuan, 
pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap setiap alat ukur, 
takar, timbangan dan perlengkapannya, termasuk kegiatan 
pengawasan, penyidikan serta pengenaan sanksi terhadap 
pihak-pihak yang yang di dalam melakukan setiap transaksi 
menggunakan satuan alat ukur yang tidak benar. 
g. Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian. Undang-
Undang ini ditetapkan untuk mengatur kegiatan undian, dan 
karena bersifat umum, maka untuk melindungi kepentingan 
umum tersebut perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh 
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pemerintah, sehingga terjaminnya setiap janji pengelola kepada 
peserta undian. 
h. Peraturan Perundang-undangan yang maksudnya memberikan 
perlindungan dan dalam bentuk keputusan atau peraturan 
Menteri, dapat ditemui dalam Bidang kesehatan  seperti 
produksi dan pendaftaran Makanan dan Minuman, wajib Daftar 
Makanan, Makanan Daluwarsa, Bahan Tambahan Makanan, 
Penandaan, label dsb. 
Dari berbagai contoh perundang-undangan yang dikemukakan 
diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan untuk 
memberikan perlindungan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu : 11 
a. Perlindungan tersebut berlaku untuk semua pihak baik yang 
berposisi sebagai konsumen maupun pengusaha sebagai 
pengelola produksi barang atau jasa atau instansi apapun. 
b. Perlindungan tersebut semata-mata dikaitkan dengan masalah 
kesehatan manusia, tetapi tidak memberikan kompensasi 
apapun kepada konsumen yang dirugikan. 
Sehingga dilihat dari segi konsep perlindungan konsumen, 
peraturan perundang-undangan dimaksud dimuka belum mampu 
memberikan perlindungan khusus kepada konsumen akhir. 
Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 
konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan  
11  Ibid. hlm. 11. 
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martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang 
barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku 
usaha yang jujur dan bertanggung jawab.12 
Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen 
umumnya dapat dibagi  dalam tiga bagian utama, yaitu: 13 
a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang 
dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (Pasal 
3 huruf c); 
b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat 
unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan 
akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d); 
c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan 
konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab 
(pasal 3 huruf e). 
Pada hakikatnya perlindungan konsumen menyiratkan 
keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan (hukum) 
konsumen. Adapun kepentingan konsumen menurut Resolusi 
perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang Guidelines for 
Consumer Protection, sebagai berikut:14 
a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap 
kesehatan dan keamanannya; 
12 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, Ghalia 
Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 9. 
13  Ibid, hlm. 9 
14 N.H.T. Siahaan.Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung 
Jawab ProdusenI, Panta Rei, Jakarta, 2005, hlm.92-93. 
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b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi 
konsumen; 
c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk 
memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat 
sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi; 
d. Pendidikan konsumen; 
e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;  
f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau 
organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan 
pada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya 
dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut 
kepentingan mereka. 
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 
Dalam Pasal 2 UUPK dijelaskan bahwa; 
“Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta 
kepastian hukum.” 
 
Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha 
bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam 
pembangunan nasional, yaitu:15 
1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa 
segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan 
konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi  
 
15 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2004, hlm. 25-26. 
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kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat 
dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan 
kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara 
adil. 
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, 
dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. 
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan 
untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan 
kepada konsumen dalam penggunaan, dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang dikomsusmsi atau digunakan. 
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha 
maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan 
dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta 
negara menjamin kepastian hukum. 
Kelima asas yang dijelaskan dalam pasal tersebut, bila 
diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas 
yaitu: 16 
1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan 
dan keselamatan konsumen, 
 
16 Ibid, hlm. 26. 
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2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbanga, 
dan 
3. Asas kepastian hukum. 
Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang 
dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok di atas yaitu asas 
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum 
ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, 
kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan 
kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas 
kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisiensi karena 
menurut Himawan bahwa: 
“Hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, di bawah 
naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya 
tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa 
penyimpangan.”17 
  
Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen di atur dalam 
pasal 3 UUPK yaitu: 
“Perlindungan konsumen bertujuan: 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian 
konsumen untuk melindungi diri; 
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang 
dan/atau jasa; 
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 
mengadung unsur kepastian hukum dan keterbukaan 
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai 
pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap  
 
 
17 Ibid, hlm. 33. 
16 
 
  yang jujur dan bertanggung jawabdalam berusaha; 
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, 
kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 
konsumen.” 
 
Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang 
dijelaskan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum 
secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan 
terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan 
untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan 
huruf a, dan b, termasuk huruf c, dan d, serta huruf f. Terakhir 
tujuan khusus yang diarahkan untuk kepastian hukum terlihat 
dalam rumusan huruf d. Pengelompokkan ini tidak berlaku mutlak, 
oleh karena seperti yang dapat kita lihat dalam rumusan pada 
huruf a sampai dengan huruf f terdapat tujuan yang dapat 
dikualifikasi sebagai tujuan ganda.18 
B. Konsumen dan Pelaku Usaha 
1. Konsumen  
a. Pengertian Konsumen  
Pengertian konsumen di atur dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK, 
yaitu: 
“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau 
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 
diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain 




18  Ibid. hlm 34 
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Pengertian konsumen dalam UUPK di atas lebih luas bila 
dibandingkan dengan 2 (dua) rancangan undang-undang 
perlindungan konsumen lainnya, yaitu pertama dalam 
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang 
diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang 
menentukan bahwa:  
“konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau 
keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan 
kembali.”19 
Sedangkan yang kedua dalam naskah final Rancangan 
Akademik Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen 
(selanjutnya disebut Rancangan Akademik) yang disusun oleh 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan 
Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan 
Departemen Perdagangan RI menentukan bahwa, konsumen 
adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang 
untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.20 
Alasan yang dapat dikemukakan untuk menerbitkan 
peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur 
dan melindungi kepentingan konsumen dapat disebutkan 
sebagai berikut: 21 
19 Ibid. hlm. 5. 
20  Ibid. hlm 5-6. 
21 Erman Rajagukguk, Op.Cit. hlm. 14 
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a. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri, karena 
dalam suatu hubungan hukum dengan penjual, konsumen 
merupakan pengguna barang dan jasa untuk kepentingan 
diri sendiri dan tidak untuk diproduksi ataupun 
diperdagangkan. 
b. Konsumen memerlukan sarana atau acara hukum 
tersendiri, sebagai upaya guna melindungi atau 
memperoleh haknya. 
Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius 
menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat 
mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari 
benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin 
membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir 
(konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir. Konsumen 
dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan 
konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada 
konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari kerancuan 
pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud 
sesungguhnya.22 
Terdapat beberapa batasan pengertian konsumen, yakni:23 
a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang  
 
22 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau  dari 
Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 61-62. 
23 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, 
Jakarta, 1999, hlm. 13 
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dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu; 
b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan 
barang dan/atau jasa yang digunakan dengan tujuan 
membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan 
(tujuan komersial). 
c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang 
mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa, 
untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, 
keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk 
diperdagangkan kembali (non-komersial). 
Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang 
atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau 
komponen dari produk lain yang akan diproduksinya. Konsumen 
antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industri 
atau pasar produsen. Melihat pada sifat penggunaan barang 
dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya 
adalah pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun 
pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik 
pengusaha swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik 
negara), dan dapat terdiri dari penyedia dana (investor), 
pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir 
atau produsen, atau penyedia, atau penjual produk akhir seperti 
supplier, distributor, atau pedagang. Sedangkan konsumen 
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akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa 
konsumen, yaitu barang dan/atau jasa yang biasanya 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau 
rumah tanggganya (produk konsumen). Barang dan/atau jasa 
konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen.24 
Nilai barang atau jasa yang digunakan konsumen dalam 
kebutuhan hidup mereka tidak diukur atas dasar untung rugi 
secara ekonomis belaka, tetapi semata-mata untuk memenuhi 
kebutuhan hidup raga dan jiwa konsumen.25 
b. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Hak konsumen di atur dalam Pasal 4 UUPK, yaitu; 
“Hak konsumen, adalah 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengomsumsi barang dan/atau jasa; 
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa 
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan; 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan; 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa konsumen secara patut; 
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima 
tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 
mestinya; 
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.” 
 
24 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2009, hlm.25. 
25  Ibid. hlm. 51  
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Hak-hak konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 
UUPK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen 
sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika 
Serikat J.F.Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 
1962, yaitu terdiri atas; 26 
a. Hak memperoleh keamanan; 
b. Hak memilih; 
c. Hak mendapat informasi; 
d. Hak untuk didengar. 
Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi 
Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 
10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, 
dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia 
(International Organization of Consumers Union- IOCU) 
ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu: 27 
a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; 
b. Hak untuk memperoleh ganti rugi; 
c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; 




 26 Ahmadi Miru, Op.Cit. hlm. 38-39. 
 27 Ibid. hlm. 39. 
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Disamping itu, Masyarakat Eropa (Europese Ekonomische 
Gemeenschap atau EEG) juga telah menyepakati lima hak 
dasar konsumen sebagai berikut: 28 
 
a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op 
bescherming van zijn gezendheid en veiligheid); 
b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (recht op 
bescherming van zijn economische belangen); 
c. Hak mendapat ganti rugi (recht op schadevergoeding); 
d. Hak atas penerangan (recht op voorlichting en vorming); 
e. Hak untuk didengar (recht om te worden gehord). 
Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang 
telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi 
dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu: 29 
1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari 
kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta 
kekayaan; 
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga 
yang wajar; dan 
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap 




28 Ibid. hlm. 39-40. 
29 Ibid. hlm. 46-47. 
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Selain hak konsumen, kewajiban konsumen juga diatur 
dalam Pasal 5 UUPK, yaitu: 
“Kewajiban konsumen, adalah: 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi 
keamanan dan keselamatan; 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa; 
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 
perlindungan konsumen secara patut.” 
 
Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju 
pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja 
disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat 
merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan 
produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya 
kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang 
dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).30 
Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut 
adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian 
hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban 
ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya 
UUPK hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus 
seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana 
tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat 
kepolisian dan/atau kejaksaan.31 
 
30  Ibid. hlm. 49 
31  Ibid. hlm. 49 
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Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap 
tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak 
konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa 
perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih 
mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian 
sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak 
cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang 
sama dari pihak pelaku usaha.32 
2. Pelaku Usaha 
a. Pengertian Pelaku Usaha 
Pengertian pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 1 Angka 3 
UUPK, yaitu: 
“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam 
berbagai bidang ekonomi”. 
 
Pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 UUPK 
cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan 
sebagainya.cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam 
UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku 
usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, 
bahwa yang  
 
32  Ibid. hlm.49-50. 
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dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk 
jadi (finished product); penghasil bahan baku; pembuat suku 
cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai 
produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda 
pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan 
produk asli, pada produk tertentu, importir suatu produk dengan 
maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan 
(leasing) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi 
perdagangan; pemasok (suplier), dalam hal identitas dari 
produsen atau importir tidak dapat ditemukan.33 
Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan 
memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen 
yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu 
kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, 
karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih 
baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian 
sebagaimana dalam Directive, sehingga konsumen dapat lebih 
mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan 





33 Ibid. hlm. 8-9. 
34 Ibid. hlm. 9. 
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Dalam Pasal 3 Directive ditentukan bahwa: 35 
1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap 
bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan 
setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu 
tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya 
sebagai produsen; 
2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap 
orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, 
dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk 
pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat 
Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti Directive 
ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen. 
3. Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, 
maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat 
sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang 
menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama 
mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan 
produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam 
kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang 
bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir 
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) sekaligus nama 
produsen dicantumkan. 
 
35 Ibid. hlm. 9-10.  
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Istilah pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh 
pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal 
dengan istilah pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia 
(ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku 
ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha 
(pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok 
pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut: 36 
1. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk 
membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha 
leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya. 
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi 
barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan 
tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka 
terdiri atas orang atau badan usaha berkaitan dengan 
pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, 
orang/usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, 
orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, 
perasuransian, perbankan, orang/usaha yang berkaitan 
dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya; 
3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau 
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada 
masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki 
 
 
36 Adrian Sutedi, Op.Cit. hlm. 11.  
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lima, warung, toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, 
klinik, warung dokter, usaha angkutan (darat, laut, udara), 
kantor pengacara dan sebagainya. 
 Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha 
adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat 
negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya 
terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang 
produsen.37 Meskipun demikian konsumen dan pelaku usaha 
ibarat sekeping mata uang dengan dua sisinya yang berbeda.38 
b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
Adapun hak pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 
UUPK, yaitu: 
“Hak pelaku usaha adalah: 
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikad tidak baik; 
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara 
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan lainnya.” 
 
Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai 
dengan kondisi dan nilai tukar  barang dan/atau jasa yang  
 37 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 2010, hlm. 17. 
 38 Az. Nasution, Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum 




diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat 
menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang 
diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai 
menururt harga yang berlaku pada umumnya atas barang 
dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, 
suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah 
daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati 
harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan 
dalam hal ini adalah harga yang wajar.39 
Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 
UUPK, yaitu: 
 “Kewajiban pelaku usaha adalah: 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaa, perbaikan, dan pemeliharaan; 
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 
jujur serta tidak diskriminatif; 
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduski 
dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 
mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji 
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta 
memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat 
dan/atau diperdagangkan; 
f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian 
apabilabarang dan/atau jasa yang diterima atau 
dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.” 
 
Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam 
melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen,  
 
 
39 Ahmadi Miru, Op.Cit. hlm 50-51. 
30 
 
diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi 
pembelian barang dan/atau jasa.40 
Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan 
pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam 
melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa 
kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak 
barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna 
penjualan, sebaiknya konsumen hanya diwajibkan beritikad 
baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 
jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan 
terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang 
dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan  
bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku 
usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku 
usaha.41 
Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan 
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena 
informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena 
ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari 
pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat  
 
40 Ibid, hlm. 54. 
41 Ibid, hlm. 54. 
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informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.42 
Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap 
konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah 
terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. 
Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat 
berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa 
intruksi.43 
c. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha 
     Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif 
pemakaian barang dan/atau jasa, maka UUPK menentukan 
berbagai larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 
8 sampai dengan Pasal 17. Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa 
pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dapat 
membahayakan konsumen dan tidak sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 9 
menjelaskan tentang larangan bagi pelaku usaha dalam 
menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang 
dan/atau jasa secara tidak benar. Sama dengan ketentuan 
Pasal 9 UUPK, Pasal 10 UUPK juga menjelaskan tentang 




42 Ibid, hlm. 54-55. 
43 Ibid, hlm. 55. 
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mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan 
yang tidak benar atau menyesatkan atas barang dan/atau jasa 
tertentu. Pada intinya Pasal 9 dan Pasal 10 UUPK ini 
merupakan bentuk larangan yang tertuju pada perilaku pelaku 
usaha dalam menawarkan, mempromosikan, mengiklankan 
barang dan/atau jasa secara tidak benar. 
     Pasal 11 menjelaskan tentang larangan bagi pelaku usaha 
untuk mengelabui atau menyesatkan konsumen dalam hal 
penjualan yang dilakukan dengan cara obral atau lelang 
dengan menyatakan bahwa barang dan/atau jasa tersebut 
sesuai dengan standar mutu dan seolah-olah tidak 
mengandung cacat tersembunyi, dan tidak menyediakan 
barang dan/atau jasa dalam jumlah yang cukup dengan 
maksud untuk menjual barang dan/atau jasa yang lain, serta 
menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum 
melakukan obral.  
     Pasal 12 menjelaskan tentang larangan bagi pelaku usaha 
dalam menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan 
suatu barang dan/atau jasa dengan harga khusus dalam waktu 
dan jumlah tertentu, dan bermaksud untuk tidak 
melaksanakannya. Sedangkan dalam Pasal 13 dijelaskan 
bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, 
atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa serta obat, obat 
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tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa 
pelayanan kesehatan dengan menjanjikan hadiah berupa 
barang dan/atau jasa dan bermaksud untuk tidak memberikan 
sebagaimana  yang dijanjikan.  
     Pasal 14 menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam 
menawarkan barang dan atau/jasa dengan memberikan 
hadiah melaui cara undian dilarang untuk tidak melakukan 
penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, tidak 
mengumumkan hasilnya melalui media massa, memberikan 
hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dan mengganti 
hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. 
    Pasal 15 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang 
menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara pemaksaan 
atau dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis 
bagi konsumen. Sedangkan dalam  Pasal 16 dijelaskan bahwa 
pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa 
melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan 
janji atas suatu pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan. 
    Pasal 17 menjelaskan bahwa pelaku usaha periklanan 
dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen dan 
mengungkapkan hal-hal yang tidak benar serta melanggar 




d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
 Berdasarkan Pasal 19 UUPK, tanggung jawab pelaku usaha 
yaitu: 
1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 
mengomsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan; 
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa 
yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan 
dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 
(tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya 
tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai 
adanya unsur kesalahan. 
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa 
kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
 
Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui 
bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi: 44 
1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; 
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan 
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. 
Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa 
yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar 
pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa 
tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang 
dialami oleh konsumen.45 
44 Ibid, hlm. 125-126. 
45 Ibid, hlm. 126. 
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C. Zat Aditif Makanan 
1. Pengertian Zat Aditif Makanan 
Zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan 
selama proses produksi, pengemasan atau penyimpanan untuk 
maksud tertentu. Penambahan zat aditif dalam makanan 
berdasarkan pertimbangan agar mutu dan kestabilan makanan tetap 
terjaga dan untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak 
atau hilang selama proses pengolahan.46 
Aditif makanan atau bahan tambahan makanan adalah bahan 
yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam 
jumlah kecil, dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan, cita 
rasa, tekstur, flavor dan memperpanjang daya simpan. Selain itu 
dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral dan vitamin. 
Bahan tambahan makanan adalah bahan yang bukan secara 
alamiah merupakan bagian dari bahan makanan, tetapi terdapat 
dalam bahan makanan tersebut karena perlakuan saat pengolahan, 
penyimpanan atau pengemasan.47 
Pengertian bahan tambahan pangan dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan RI No. 772/Menkes/Per/ IX/88 dan No. 
1168/Menkes/PER/X/1999 (sekarang telah diganti Peraturan Menteri 
Kesehatan No. 033 Tahun 2012) secara umum adalah bahan yang 






merupakan komponen khas makanan, mempunyai atau tidak 
mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan 
untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, 
perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan.48 
Tujuan penggunaan bahan tambahan pangan adalah dapat 
meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya 
simpan, membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan, serta 
mempermudah preparasi bahan pangan. Pada umumnya bahan 
tambahan pangan dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu 
sebagai berikut: 49 
1. Bahan tambahan pangan yang ditambahkan dengan sengaja ke 
dalam makanan, dengan mengetahui komposisi bahan tersebut 
dan maksud penambahan itu dapat mempertahankan kesegaran, 
cita rasa, dan membantu pengolahan, sebagai contoh pengawet, 
pewarna, dan pengeras. 
2. Bahan tambahan pangan yang tidak sengaja ditambahkan, yaitu 
bahan yang tidak mempunyai fungsi dalam makanan tersebut, 
terdapat secara tidak sengaja, baik dalam jumlah sedikit atau 
cukup banyak akibat perlakuan selama proses produksi, 
pengolahan, dan pengemasan. Bahan ini dapat pula merupakan 
residu atau kontaminan dari bahan yang sengaja ditambahkan 
untuk tujuan produksi bahan mentah atau penanganannya yang  
48  Wisnu Cahyadi, Analisis & Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Panga, Bumi 
Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 1. 
49 Ibid. hlm. 2. 
37 
 
masih terus terbawa ke dalam makanan yang akan dikomsumsi. 
Contoh bahan tambahan pangan dalam golongan ini adalah 
residu pestisida (termasuk insektisida, herbisida, fungisida, dan 
rodentisida), antibiotik, dan hidrokarbon aromatik polisiklis. 
Bahan tambahan pangan yang digunakan hanya dapat 
dibenarkan apabila: 50 
1. Dimaksudkan untuk mencapai masing-masing tujuan 
penggunaan dalam pengolahan; 
2. Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan 
yang salah atau tidak memenuhi persyaratan; 
3. Tidak digunakan untuk menyembunyikan cara kerja yang 
bertentangan dengan cara produksi yang baik untuk pangan. 
4. Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan 
pangan. 
Di Indonesia telah disusun peraturan tentang Bahan Tambahan 
Pangan yang diizinkan ditambahkan dan yang dilarang (disebut 
Bahan Tambahan Kimia) oleh Departemen Kesehatan diatur dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
722/MenKes/Per/IX/88, terdiri dari golongan Bahan Tambahan 
Pangan yang diizinkan di antaranya sebagai berikut: 51 
1. Antioksidan (antioxidant). 
2. Antikempal (anticaking agent. 
 
50  Ibid. hlm 2-3. 
51  Ibid. hlm. 3.Pengatur keasaman (acidity regulator). 
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3. Pemanis buatan (artificial sweeterner). 
4. Pemutih dan pematang telur (flour treatment agent) 
5. Pengemulsi, pemantap, dan pengental (emulsifier, stabilizer, 
thickener). 
6. Pengawet (preservative). 
7. Pengeras (firming agent). 
8. Pewarna (colour). 
9. Penyedap rasa dan aroma, penguat rasa (flavour, flavour 
enhancer) 
10. Sekuestran (sequestrant). 
Selain bahan tambahan pangan yang tercantum dalam Peraturan 
Menteri tersebut masih ada beberapa bahan tambahan pangan 
lainnya yang biasa digunakan dalam pangan, misalnya: 52 
1. Enzim, yaitu bahan tambahan pangan yang berasal dari hewan, 
tanaman, atau mikroba, yang dapat menguraikan zat secara 
enzimatis, misalnya membuat pangan lebih empuk, lebih larut, 
dan lain-lain. 
2. Penambah gizi, yaitu bahan tambahan berupa asam amino, 
mineral, atau vitamin, baik tunggal maupun campuran, yang 
dapat meningkatkan nilai gizi pangan. 
3. Humektan, yaitu bahan tambahan pangan yang dapat menyerap 
lembab (uap air) sehingga mempertahankan kadar air pangan. 
 
 
54  Ibid. hlm. 4.  
39 
 
Beberapa bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam 
makanan, berdasarkan Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 
dan c sebagai berikut: 53 
1. Natrium tetraborat (boraks). 
2. Formalin (formaldehyd). 
3. Minyak nabati yang dibrominasi (brominanted vegetable oils). 
4. Kloramfenikol (chlorampenicol). 
5. Kalium klorat (pottasium chlorate). 
6. Dietilpirokarbonat (diethylpyrocarbonate, DEPC). 
7. Nitrofuranzon (nitrofuranzon). 
8. P-Phenetilkarbamida (p-phenethycarbamide, dulcin, 4-
ethoxphenyl urea). 
9. Asam salisilat dan garamnya (salicylic acid and its salt). 
2. Jenis-Jenis Zat Aditif Makanan 
Ada beberapa jenis zat aditif yang sering digunakan oleh 
pelaku usaha pada makanan, yaitu: 
a. Bahan Pengawet 
 Bahan pengawet adalah senyawa yang mampu 
menghambat dan menghentikan proses fermentasi, 
pengasaman, atau bentuk kerusakan lainnya, atau bahan yang 




54 Ibid. hlm. 6. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang bahan 
tambahan pangan yang mencegah atau menghambat 
fermentasi, pengasaman, atau peruraian lain terhadap pangan 
yang disebabkan oleh mikroorganisme. Zat pengawet terdiri dari 
senyawa organik dan anorganik dalam bentuk asam dan 
garamnya. Aktivitas-aktivitas bahan pengawet tidaklah sama, 
misalnya ada yang efektif terhadap bakteri, khamir, ataupun 
kapang.55 
Secara ideal, bahan pengawet akan menghambat atau 
membunuh mikroba yang penting dan kemudian memecah 
senyawa berbahaya menjadi tidak berbahaya dan tidak toksik. 
Bahan pengawet akan memengaruhi dan menyeleksi jenis 
mikroba yang dapat hidup pada kondisi tersebut. Derajat 
penghambatan terhadap kerusakan bahan pangan oleh mikroba 
bervariasi dengan jenis bahan pengawet yang digunakan dan 
besarnya penghambatan ditentukan oleh konsentrasi bahan 
pengawet yang digunakan.56 
Secara umum penambahan bahan pengawet pada pangan 
bertujuan  sebagai berikut:57 
1. Menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan 
baik yang bersifat patogen maupun yang tidak patogen. 
55 Ibid. 




2. Memperpanjang umur simpan pangan. 
3. Tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau 
bahan pangan yang diawetkan. 
4. Tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang 
berkualitas rendah. 
5. Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan 
yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan. 
6. Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan 
pangan. 
Terdapat beberapa persyaratan untuk bahan pengawet kimiawi 
lainnya, selain persyratan yang dituntut untuk semua bahan 
tambahan pangan, antara lain sebagai berikut: 58 
1. Memberi arti ekonomis dari pengawetan (secara ekonomis 
menguntungkan). 
2. Digunakan hanya apabila cara-cara pengawetan yang lain 
tidak mencukupinya atau tidak tersedia. 
3. Memperpanjang umur simpan dalam pangan. 
4. Tidak menurunkan kualitas (warna, cita rasa, dan bau) bahan 
pangan yang diawetkan. 
5. Mudah dilarutkan. 
6. Menunjukkan sifat-sifat antimikroba pada jenjang pH bahan 
pangan yang diawetkan. 
 
 
58 Ibid. hlm. 11-12. 
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7. Aman dalam jumlah yang diperlukan. 
8. Mudah ditentukan dengan analisis kimia. 
9. Tidak menghambat enzim-enzim pencernaan. 
10. Tidak mengalami dekomposisi atau tidak bereaksi untuk 
membentuk suatu senyawa kompleks yang bersifat lebih 
toksik. 
11. Mudah dikontrol dan didistribusikan secara merata dalam 
bahan pangan. 
12. Mempunyai spektra antimikroba yang luas, meliputi macam-
macam pembusukan oleh mikroba yang berhubungan dengan 
bahan pangan yang diawetkan. 
Melihat persyaratan tersebut di atas, dapatlah dikatakan 
bahwa penambahan bahan pengawet pada bahan pangan 
adalah untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan 
tanpa menurunkan kualitas dan tanpa menganggu kesehatan. 
b. Bahan Pewarna 
Bahan pewarna secara sederhana dapat didefenisikan 
sebagai suatu benda berwarna yang memiliki afinitas kimia 
terhadap benda yang diwarnainya. Bahan pewarna pada 
umumnya memiliki bentuk cair dan larut di air.59 
Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu bahan 





pewarna. Secara garis besar, berdasarkan sumbernya dikenal 
dua jenis zat pewarna yang termasuk dalam golongan bahan 
tambahan pangan, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis.60 
Pewarna alami merupakan zat warna yang berasal dari 
ekstrak tumbuhan (seperti bagian daun, bunga, biji), hewan dan 
mineral yang telah digunakan sejak dahulu sehingga sudah 
diakui bahwa aman jika masuk ke dalam tubuh. Sedangkan 
pewarna sintetis merupakan zat warna yang berasal dari zat 
kimia, yang sebagian besar tidak dapat digunakan sebagai 
pewarna makanan karena dapat menyebabkan gangguan 
kesehatan terutama fungsi hati di dalam tubuh kita.61 
Beberapa alasan utama menambahkan zat pewarna pada 
makanan, yaitu: 62 
1. Untuk memberi kesan menarik bagi konsumen. 
2. Menyeragamkan warna makanan dan membuat identitas 
produk pangan. 
3. Untuk menstabilkan warna atau untuk memperbaiki variasi 
alami warna. Dalam hal ini penambahan warna bertujuan 
untuk menutupi kualitas yang rendah dari suatu produk yang 
sebenarnya tidak dapat diterima, apalagi bila menggunakan 
zat pewarna yang berbahaya. 
 






4. Untuk menutupi perubahan warna akibat paparan cahaya, 
udara atau temperatur yang ekstrim akibat proses 
pengolahan dan selama penyimpanan. 
5. Untuk menjaga rasa dan vitamin yang mungkin akan 
terpengaruh sinar matahari selama produk simpan. 
c. Bahan Pemanis 
Zat pemanis sintetis merupakan zat yang dapat 
menimbulkan rasa manis atau dapat membantu mempertajam 
penerimaan terhadap rasa manis tersebut, sedangkan kalori 
yang dihasilkannya jauh lebih rendah daripada gula. (Winarno, 
1997).63 
Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering 
ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan 
pangan, industri, serta minuman dan makanan kesehatan. 
Pemanis berfungsi untuk meningkatkan cita rasa dan aroma, 
memperbaiki sifat-sifat fisik, sebagai pengawet, memperbaiki 
sifat-sifat kimia sekaligus merupakan sumber kalori bagi tubuh, 
mengembangkan jenis minuman dan makanan dengan jumlah 
kalori terkontrol, mengontrol program pemeliharaan dan 
penurunan berat badan, mengurangi kerusakan gigi, dan 
sebagai bahan substitusi pemanis utama (Eriawan R. dan Imam 
P.,2002).64 
63  Wisnu Cahyadi. Op.Cit. hlm. 76. 
64  Ibid.  
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Pemanis dapat dikelompokkan menjadi pemanis alami dan 
pemanis buatan (sintetis). Pemanis alami biasanya berasal dari 
tanaman. Tanaman penghasil pemanis yang utama adalah tebu 
(Saccharum officanarum L) dan bit (Beta vulgaris L). Bahan 
pemanis yang dihasilkan dari kedua tanaman tersebut dikenal 
sebagai gula atau sukrosa. Beberapa bahan pemanis alami 
yang sering digunakan adalah: Sukrosa, Laktosa, Maltosa, 
Galaktosa, D-Glukosa, D-Fruktosa, Sorbitol, Manitol, Gliserol, 
dan Glisina.65 
Pemanis sintetis adalah bahan tambahan yang dapat 
menyebabkan rasa manis pada pangan, tetapi tidak memiliki 
nilai gizi, beberapa pemanis sintetis yang telah dikenal dan 
banyak digunakan adalah: Sakarin, Siklamat, Aspartam, Dulsin, 
Sorbitol sintetis, dan Nitro-propoksi-anilin.66 
Pemanis ditambahkan ke dalam bahan pangan mempunyai 
beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut: 67 
1. Sebagai pangan bagi penderita diabetes melitus karena tidak 
menimbulkan kelebihan gula darah.  
2. Memenuhi kebutuhan kalori rendah untuk penderita 
kegemukan. 
3. Sebagai penyalut obat, beberapa obat mempunyai rasa yang 
tidak menyenangkan, karena itu untuk menutupi rasa yang  
65 Ibid. hlm. 77. 
66 Ibid. hlm. 78. 
67 Ibid. hlm. 80-81.  
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tidak enak dari obat tersebut biasanya dibuat tablet yang 
bersalut. 
4. Menghindari kerusakan gigi, pada pangan seperti permen 
lebih sering ditambahkan pemanis sintetis karena bahan 
permen ini mempunyai rasa manis yang lebih tinggi dari gula, 
pemakaian dalam jumlah sedikit saja sudah menimbulkan 
rasa manis yang diperlukan sehingga tidak merusak gigi. 
5. Pada industri pangan, minuman, termasuk industri rokok, 
pemanis sintetis dipergunakan dengan tujuan untuk menekan 
biaya produksi, karena pemanis sintetis ini selain mempunyai 
tingkat rasa manis yang lebih tinggi juga harganya relatif 
murah dibandingkan dengan gula yang diproduksi di alam. 
d. Penyedap Rasa dan Aroma 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 
722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan, 
penyedap rasa dan aroma, dan penguat rasa didefenisikan 
sebagai bahan tambahan pangan yang dapat memberikan, 
menambah atau mempertegas rasa dan aroma. Penyedap rasa 
merupakan gabungan dari semua perasaan yang terdapat 
dalam mulut, termasuk mouth-feel. Suatu pangan mempunyai 
rasa asin, manis, asam, atau pahit dengan aroma yang khas. 
Mouth-feel suatu bahan pangan adalah perasaan kasar –licin, 
lunak-liat, dan cair-kental. Penyedap rasa bukan hanya 
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merupakan suatu zat, melainkan suatu komponen tertentu yang 
mempunyai sifat khas.68 
Bahan penyedap ada yang berasal dari bahan alami, seperti 
bumbu,  herba, daun minyak esensial, ekstrak tanaman atau 
hewan, dan oleorisin. Namun, pada saat ini sudah dapat dibuat 
bahan penyedap sintetis, yang merupakan komponen atau zat 
yang dibuat menyerupai flavor penyedap alami. Contoh untuk 
mendapatkan aroma kopi yang senyawa aromatisnya adalah 
alfa furfural merkaptan disusun formula dari alfa furfural 
merkaptan (10%), etil vanilin (3%), dan pelarut (87%). Contoh 
lainnya adalah aroma bawang putih dapat dihasilkan oleh dialil 
trisulfida. Bahan penyedap yang dipergunakan untuk pangan 
dapat dibedakan atas tiga bentuk, yaitu cair, bubuk, dan 
pasta.69 
Tujuan penggunaan penyedap rasa dalam pengolahan 
pangan adalah sebagai berikut: 70 
1. Mengubah aroma hasil olahan dengan penambahan aroma 
tertentu selama pengolahan, misalnya keju dan yoghurt. 
2. Modifikasi, pelengkap, atau penguat aroma. Contoh, 
penambahan aroma ayam pada pembuatan sup ayam, dan 
aroma butter pada pembuatan margarin. 
3. Menutupi atau menyembunyikan aroma bahan pangan yang  
68 Ibid. hlm. 102. 
69  Ibid.  
70 Ibid. hlm. 103. 
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tidak disukai. Contoh, bau langu (beany flavor) pada 
kedelai, dan after taste. Beberapa minuman ringan yang 
kurang disenangi. 
4. Membentuk aroma baru atau menetralisir bila bergabung 
dengan komponen dalam bahan pangan. Contoh 
penambahan krim pada kopi  menyebabkan aroma spesifik 
dan juga dapat mengurangi rasa pahit. Penambahan vanili 
dapat memberi kesan rasa yang lebih manis dan dapat 
memperkuat semua aroma yang ada dalam bahan. 
e. Pengatur Keasaman 
 Pengatur keasaman (asidulan) merupakan senyawa kimia 
yang bersifat asam dan merupakan salah satu dari bahan 
tambahan pangan yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan 
dengan berbagai tujuan. Asidulan dapat bertindak sebagai 
penegas rasa dan warna atau menyelubungi ofter taste yang 
tidak disukai. Sifat asam senyawa ini dapat mencegah 
pertumbuhan mikroba dan bertindak sebagai bahan pengawet. 
Kemudian pH rendah buffer yang dihasilkannya mempermudah 
proses pengolahan. Bahan tersebut bersifat sinergis terhadap 
antioksidan dalam mencegah ketengikan dan browning. 
Penggunaan pengatur keasaman di dalam pangan, yaitu untuk 
memperoleh rasa asam yang tajam, sebagai pengontrol pH, 
atau sebagai pengawet.71 
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 Salah satu tujuan utama penambahan asam pada bahan 
pangan adalah untuk memberikan rasa asam. Asam juga dapat 
mengintensifkan penerimaan rasa-rasa lain. Unsur yang 
menyebabkan rasa asam adalah ion H+ atau ion hidrogenium 
H3O+.72 
f. Pemutih, Pematang Tepung, dan Pengeras 
 Pemutih, pematang tepung, serta pengeras adalah beberapa 
di antara jenis kelompok bahan tambahan pangan yang 
digunakan, pemutih dan pematang tepung merupakan bahan 
tambahan pangan yang seringkali digunakan pada bahan 
tepung dan produk olahannya, dengan maksud karakteristik 
warna putih yang merupakan ciri khas tepung yang bermutu 
baik tetap terjaga, begitu halnya yang dimaksudkan untuk 
memperbaiki mutu selama proses pengolahannya, seperti 
dalam hal pengembangan adonannya selama pemanggangan.73 
 Sedangkan bahan pengeras sering digunakan untuk 
memperkeras atau mencegah melunaknya pangan. Contoh 
penggunaan pengeras adalah senyawa kapur dalam upaya 
memperkeras produk keripik atau dalam pembuatan pikel atau 
buah kalengan.penggunaan bahan-bahan tersebut harus sesuai 
dengan peraturan pemakaian dan dosis penggunaannya, hal itu 
 
71 Ibid. hlm. 193. 
72 Ibid. hlm. 194. 
73 Ibid. hlm. 207. 
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berkaitan dengan beberapa efek beberapa bahan tersebut 
terhadap kesehatan yang dapat membahayakan jika melebihi 
dosis yang diperbolehkan.74 
Penambahan bahan pemutih dan pematang tepung 
diharapkan dapat mempercepat proses pematangan dan untuk 
mendorong pengembangan adonan oleh yeast dan untuk 
mencegah kemunduran roti selama penyimpanan. Proses 
pematangan dengan bahan kimia berarti meniadakan 
pematangan dengan menyimpan dalam jangka lama dan mahal, 
memerlukan pencegahan kerusakan tepung oleh hama dan lain-
lain.75 
3. Pengunaan Zat Aditif pada Makanan 
 Penggunaan zat aditif atau bahan tambahan pangan pada 
makanan diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 18 Tahun 
2012 Tentang Pangan, yaitu: 
1. Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk 
diedarkan dilarang menggunakan: 
a. Bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas 
maksimal yang ditetapkan; dan/atau 
b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan 
pangan. 
2. Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan 
yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 
 
 Zat aditif yang ada pada makanan tidak selalu secara 
sengaja ditambahkan untuk tujuan tertentu. Namun, ada juga zat  
 
74 Ibid. hlm. 207-208 
75 Ibid. hlm. 208 
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aditif yang diperoleh secara tidak sengaja muncul pada makanan. 
Zat aditif tersebut biasanya muncul pada proses pengolahan 
makanan. Secara keseluruhan, penggunaan zat-zat aditif untuk 
campuran makanan dapat berdampak positif dan negatif. 
a. Dampak Positif Penggunaan Zat Aditif  
Ada beberapa penyakit yang dapat disembuhkan dengan 
menggunakan zat aditif. Misalnya Penyakit gondok yang 
berupa pembengkakan kelenjar pada leher. Penyakit gondok  
disebabkan karena tubuh kurang mendapatkan zat iodin atau 
yodium. zat iodin atau yodium ini dapat dimanfaatkan untuk 
mengendalikan tingkat metabolisme dasar tubuh, membantu 
mengeluarkan racun kimia dalam tubuh, meningkatkan 
kekebalan tubuh dan mencegah kelenjar tiroid yang 
membesar. Sehingga penyakit gondok dapat dicegah dengan 
mengkomsumsi bahan makanan yang mengandung zat iodin. 
Zat iodin dapat kita peroleh dari garam dapur yang biasa 
digunakan untuk memberikan rasa asin pada makanan, 
Iodium ditambahkan dalam garam sebagai zat aditif atau 
suplemen dalam bentuk kalium iodat (KIO3).Selain penyakit 
gondok, kekurangan iodin dapat pula menyebabkan penyakit 
kretinisme (kekerdilan). Orang yang menderita penyakit 
diabetes melitus (kencing manis) perlu menjaga kestabilan 
kadar gula dalam darah, bagi penderita diabetes melitus 
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disarankan untuk mengkomsumsi sakarin (pemanis buatan) 
sebagai pengganti gula.76 
b. Dampak Negatif Penggunaan Zat Aditif  
       Kemajuan teknologi di bidang pangan dapat memacu 
manusia untuk menciptakan bahan makanan dengan kualitas 
yang makin baik. Kualitas makanan yang baik tidak dapat 
dilihat dari bentuk tampilan luarnya saja, akan tetapi yang  
paling penting adalah kandungan gizi dalam makanan 
tersebut. Saat ini telah banyak ditemukan makanan yang 
unggul karena telah melalui berbagai proses produksi 
sehingga memiliki ketahanan yang lebih lama jika 
dibandingkan dengan kondisi normalnya. Misalnya, ikan 
sarden dalam kemasan kaleng dapat bertahan berbulan-
bulan, bahkan hingga satu tahun lamanya tanpa mengalami 
pembusukan. Ikan sarden tersebut dapat bertahan lama 
setelah ditambahkan zat pengawet pada proses produksi 
makanan tersebut. Namun, bahan makanan yang 
menggunakan zat pengawet tidak dapat dikomsumsi setelah 
melewati masa kadaluarsa.77 
    Ada beberapa zat aditif yang diizinkan, namun 




78 http://adhysuparsa.blogspot.com/2013/02/zat-adiktif.html?m=1  
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1. Kalium Nitrit  
Kalium nitrit berwarna putih atau kuning dan kelarutannya 
tinggi dalam air. Jumlah nitrit yang ditambahkan biasanya 
0,1% atau 1 gram/kg bahan yang diawetkan. Bila lebih 
dari jumlah tersebut bisa menyebabkan keracunan, dapat 
mempengaruhi kemampuan sel darah  membawa oksigen 
ke berbagai organ tubuh, menyebabkan kesulitan 
bernafas, sakit kepala, anemia, radang ginjal dan muntah-
muntah. 
2. Zat pewarna 
Pada zat aditif ini, dampak negatif dapat timbul apabila 
penggunaannya berulang walaupun dalam jumlah kecil, 
dan dimakan dalam jangka waktu yang lama dapat 
menimbulkan penyakit misalnya kanker hati. 
3. Aspartam  
Penggunaan aspartam dapat menyebabkan kerusakan 
otak yang pada akhirnya akan mengakibatkan cacat 
mental khususnya pada penderita penyakit keturunan dan 
kelemahan mental. 
4. Monosodium Glutamate (MSG) 
Penggunaan MSG dapat menyebabkan kesemutan pada 
punggung, leher, rahang bawah, wajah berkeringat, sesak 





A. Lokasi Penelitian  
 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di beberapa 
tempat di Kota Makassar, Yaitu : 
1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar, 
2. Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Selatan. 
Adapun alasan peniliti melakukan penelitian di lokasi tersebut 
didasarkan atas pertimbangan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan (BBPOM) merupakan salah satu lembaga yang bertugas 
untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, sedangkan Yayasan 
Lembaga Konsumen (YLK) merupakan salah satu organisasi non-
pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengawasan bersama 
pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan 
konsumen. 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, 
yaitu: 
1. Data primer, yaitu informasi yang diperoleh melalui penelitian di 
lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang 
berwenang, dalam hal ini Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan 
Informasi Konsumen (SerLIK) Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan (BBPOM) Makassar, Koordinator Bidang Umum Yayasan 
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Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, Pelaku Usaha dan 
Konsumen. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
yang berupa bahan tertulis yang mencakup tulisan-tulisan yang 
melalui hasil penenelitian ilmiah, internet, dan buku-buku yang 
berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah: 
1. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu mengumpulkan data 
secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar 
pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara 
tidak terstruktur di beberapa tempat yaitu: Balai Besar Pengawas 
Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar, Bapak Drs. Ahmad Yani, 
Apt selaku Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi 
Konsumen (SerLik) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan  
Makassar. Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Selatan, 
Bapak Ambo Masse selaku Koordinator Bidang Umum Yayasan 
Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan. 12 orang pelaku usaha dan 
20 orang konsumen. 
2. Teknik Kepustakaan (Library Research), yaitu menelaah bahan-
bahan tertulis berupa dokumen resmi peraturan perundang-
undangan, internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah 
yang akan dibahas dalam penelitian. 
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D. Analisis Data 
 Berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, 
penulis kemudian akan mengolah data tersebut dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk 
menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai perlindungan 
konsumen dalam hubungannya dengan hukum perlindungan 
konsumen terhadap penggunaan zat aditif pada makanan. Hal ini 
dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah 



















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Zat Aditif pada 
Makanan 
  Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang bahwa produk 
pangan yang diandalkan oleh kosumen sebagai sumber protein setiap 
harinya, akan tetapi konsumen tidak menyadari bahwa produk pangan 
tersebut mengandung zat aditif atau zat berbahaya. produk pangan 
yang dimaksud banyak sekali terdapat pada jajanan sekolah, jajanan 
pasar, makanan catering, bahkan di toko-toko swalayan yang 
merupakan bentuk dari pasar modern. 
 Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang sangat 
diperlukan setiap saat dan dimanapun ia berada serta memerlukan 
pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Empat 
fungsi pokok makanan bagi kehidupan manusia adalah untuk:79 
a.  Memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan / perkembangan 
serta mengganti jaringan tubuh yang rusak. 
b. Memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari. 
c. Mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, 
mineral dan cairan tubuh yang lain. 






 Penentuan mutu bahan pangan pada umumnya sangat tergantung 
pada beberapa faktor, seperti cita rasa, tekstur, dan nilai gizinya, juga 
sifat mikrobiologis. Tetapi, sebelum faktor-faktor lain dipertimbangkan, 
secara visual faktor warna tampil lebih dahulu dan kadang-kadang 
sangat menentukan. Selain sebagai faktor yang ikut menentukan mutu, 
warna juga dapat digunakan sebagai indikator kesegaran atau 
kematangan. Baik tidaknya cara pencampuran atau cara pengolahan 
dapat ditandai dengan adanya warna yang seragam dan merata.80 
 Akan tetapi, seringkali terjadi penyalahgunaan pemakaian zat 
pewarna untuk bahan makanan, misalnya zat pewarna sintetis untuk 
tekstil yang digunakan sebagai pewarna makanan, hal ini sangat 
berbahaya bagi konsumen.  Penyalahgunaan tersebut sering kali 
terjadi karena ketidaktahuan masyarakat tentang zat pewarna yang 
diizinkan digunakan untuk makanan, dan harga zat pewarna untuk 
industri lebih murah dibandingkan dengan harga zat pewarna untuk 
makanan, serta warna dari zat pewarna tekstil juga biasanya lebih 
menarik di bandingkan dengan zat pewarna untuk makanan.81 
 Pada Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat 
dan Makanan No. 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum 
Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna dijelaskan bahwa 
pewarna alami (Natural Food Colour) adalah pewarna yang dibuat 
melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi (sintesis persial) dari  
80 Wisnu Cahyadi, Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan. 
Bumi Aksara. Jakarta. 2009. Hlm. 61. 
81 Ibid. hlm.63. 
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tumbuhan, hewan, mineral atau sumber alami lain, termasuk pewarna 
identik alami. Ada beberapa pewarna alami serta batas penggunaan 
maksimum yang di jelaskan dalam peraturan kepala badan pengawas 
obat dan makanan ini. Batas maksimum penggunaanya dapat dilihat 
pada tabel 1 berikut: 
Tabel. 1 




1 Kurkumin C.I.No 75300 (curcumin) 0-3 
2 Riboflavin (Riboflavins) 0-0,5 
3 Karmin dan ekstrak cochineal C.I.No. 75470 
(carmines and cochineal extract) 
0-5 
4 Klorofil  C.I.No.75810 (chlorophyll) Secukupnya 
5 Klorofil dan klorofilin tembaga kompleks 
C.I.No. 75810 (chlorophylls and 
chlorophyllins, copper complexes) 
0-15 
6 Karamel I (Caramel I-plain) Secukupnya 
7 Karamel III amonia proses (Caramel III-
ammonia process) 
0-200 untuk cair 
0-150 untuk padat 
8 Karamel IV amonia sulfit proses (Caramel 
IV-sulphite ammonia process) 
0-200 untuk cair 
0-150 untuk padat 
9 Karbon tanaman C.I.No. 77266 (Vegetable 
carbon) 
Secukupnya 
10 Beta-Karoten / sayuran C.I.No. 75130 
(Carotenes, beta (vegetable)) 
Secukupnya 
11 Ekstrak anato (berbasis bixin) C.I.No. 75120 
(Annatto extracts, bixin based) 
0-12 
12 Karotenoid (Carotenoids) 0-5 
13 Merah Bit (Beet red) Secukupnya 
14 Antosianin (Anthocyanins) 0-2,5 
15 Titanium dioksida C.I.No.77891 (Titanium 
dioxide) 
Secukupnya 
Sumber : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 
37 Tahun 2013 
 
 Tabel tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa zat pewarna 
alami yang dibatasi penggunaannya sesuai dengan takaran per 
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kilogramnya, akan tetapi ada juga zat pewarna yang batas 
penggunaannya menggunakan kata secukupnya atau sebanyak yang 
diperlukan. Penggunaan zat pewarna alami tersebut akan menambah 
nilai nutrisi atau gizi pada makanan serta aman jika ditambahkan pada 
makanan dan tidak akan mengganggu kesehatan.  
 Sedangkan untuk pewarna sintetis (synthetic food colour) yang 
merupakan  pewarna yang diperoleh secara sintesis kimiawi sesuai 
dengan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan 
Bahan Tambahan Pangan Pewarna. Batas penggunaannya dapat 
dilihat pada tabel 2 berikut: 
Tabel. 2 




1 Tartrazin CI. No. 19140 (Tartrazine) 0-7,5 
2 Kuning kuinolin CI. No. 47005 (Quinoline yellow) 0-5 
3 Kuning FCF CI. No. 15985 (Sunset yellow FCF) 0-4 
4 




Ponceau 4R CI. No. 16255 (Ponceau 4R 
(cochineal red A)) 
0-4 
6 Eritrosin CI. No. 45430 (Erhythrosine) 0-0,1 
7 Merah allura CI. No. 16035 (Allura red AC) 0-7 
8 




Biru berlian FCF CI. No. 42090 (Brilliant blue 
FCF) 
0-12,5 
10 Hijau FCF CI. No. 42035 (Fast green FCF) 0-25 
11 Coklat HT CI.No. 20285 (Brown HT) 0-1,5 
Sumber : Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 




 Tabel tersebut menunjukkan bahwa penggunaan zat pewarna 
sintetis dibatasi penggunaannya sesuai dengan takaran per kilogram 
makanan yang akan ditambahkan zat pewarna. Penggunaan zat 
pewarna sintetis ini akan berpengaruh bagi kesehatan jika digunakan 
secara terus menerus dan melebihi ambang batas penggunaan 
maksimumnya.  
 Hasil wawancara penulis dengan 12 orang pedagang atau pelaku 
usaha yang menggunakan bahan tambahan pangan atau zat aditif 
pada makanan “Takjil” yang dijualnya. Pewarna yang digunakan oleh 
pedagang atau pelaku usaha tersebut berbeda-beda, ada yang 
menggunakan pewarna alami maupun pewarna sintetis. Jenis pewarna 
yang digunakan pelaku usaha tersebut dapat dilihat pada tabel 3 
berikut: 
Tabel. 3 
Jenis pewarna yang digunakan oleh pelaku usaha. 
No Pewarna Jumlah 
Konsumen 
Presentase 
1 Alami  3 25% 
2 Sintetiis 9 75% 
Jumlah 12 100 % 
 
 Tabel tersebut menunjukkan bahwa 75% pelaku usaha 
menggunakan pewarna sintetis, sedangkan hanya 25% pelaku usaha 
yang menggunakan pewarna alami. Pewarna sintetis yang digunakan 
oleh pelaku usaha tersebut merupakan pewarna sintetis yang diizinkan 
ditambahkan pada makanan, akan tetapi penggunaan pewarna sintetis 
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tersebut dibatasi penggunaannya, karena pada dasarnya, pewarna 
sintetis yang masuk kedalam tubuh manusia akan menimbulkan efek 
bagi kesehatan jika digunakan secara terus menerus. Dari hasil 
wawancara penulis dengan pelaku usaha-pelaku usaha tersebut yang 
menggunakan pewarna sintetis menyatakan bahwa pewarna sintetis 
tersebut lebih mudah didapatkan dan lebih murah, penggunaannya 
juga sangat praktis dan warnanya lebih stabil dibandingkan dengan 
pewarna alami meskipun telah melalui proses pengolahan dan 
pemanasan. Sedangkan pelaku usaha yang menggunakan pewarna 
alami menyatakan bahwa dengan menggunakan pewarna alami lebih 
aman dan tidak akan menimbulkan efek negatif bagi kesehatan 
konsumen meskipun dikomsumsi secara terus menerus. 
 Sedangkan konsumen dalam memilih makanan yang akan 
dibelinya, hal pertama yang mereka perhatikan adalah warna dari 
makanan tersebut. karena warna juga merupakan tolok ukur dari 
kesegaran makanan. Tolok ukur yang diperhatikan oleh konsumen 
dapat dilihat pada tabel 4 berikut: 
Tabel. 4 
Tolok ukur konsumen dalam memilih warna makanan. 
No Tolok ukur warna Jumlah 
konsumen 
Presentase 
1 Lebih mencolok 11 55% 
2 Tidak mencolok  9 45% 




 Tabel tersebut menunjukkan bahwa 55 % tolok ukur konsumen 
dalam memilih makanan adalah makanan yang lebih mencolok 
warnanya, sedangkan  45% konsumen memilih makanan yang tidak 
mencolok warnanya. konsumen yang memilih makanan yang lebih 
mencolok warnanya menyatakan bahwa makanan yang lebih 
mencolok warnanya lebih menarik kelihatanya dan  lebih segar 
daripada makanan yang tidak mencolok, sedangkan konsumen yang 
memilih makanan yang tidak mencolok warnanya menyatakan bahwa 
makanan yang tidak mencolok warnanya lebih aman, dan untuk 
makanan yang warnanya lebih mencolok ditakutkan menggunakan 
pewarna sintetis yang digunakan untuk pewarna baju atau tekstil. 
 Hasil wawancara penulis (Jum’at, 3 juli 2015) dengan Ambo Masse, 
Koordinator Bidang Umum Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi 
Selatan menyatakan bahwa untuk melindungi konsumen dari 
penggunaan zat aditif, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan 
yaitu: 
1. Pengawasan dan pembinaan  
Pengawasan dilakukan dengan cara memperhatikan jalur distribusi 
makanan dan survei-survei ke pasar, toko-toko swalayan maupun 
ke pabrik atau industri rumah tangga, sedangkan untuk pembinaan 
dilakukan dengan cara memperhatikan pihak-pihak yang terkait 
dalam jalur distribusi makanan tersebut, seperti pelaku usaha. 
Pelaku usaha adalah salah satu yang harus diperhatikan, karena 
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makanan-makanan yang dikomsumsi oleh konsumen berasal dari 
pelaku usaha. Kurangnya informasi tentang penggunaan zat aditif 
yang diizinkan dapat merugikan konsumen. 
2. Pendidikan Konsumen  
Adapun bentuk dari pendidikan konsumen ini seperti penyuluhan 
dan konsultasi. Penyuluhan yang dilakukan harus melibatkan 
beberapa pihak seperti pemerintah, dinas-dinas terkait, lembaga-
lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha serta konsumen. 
Dengan harapan pihak-pihak yang terlibat dalam penyuluhan 
tersebut dapat menyampaikan informasi-informasi yang 
didapatkanya kepada pihak-pihak lain. Sedangkan pada saat 
konsultasi, konsumen diharapkan dapat memahami hak-haknya, 
bagaimana mereka dididik untuk mengajukan komplain, dan 
bagaimana cara untuk menuntut hak-haknya yang tidak terpenuhi.  
 Ambo Masse menjelaskan bahwa sebenarnya keberadaan 
Yayasan Lembaga Konsumen hanya untuk membantu pemerintah, 
membantu dalam hal memberikan pendidikan kepada konsumen, 
mendampingi konsumen yang merasa dirugikan untuk menuntut hak-
haknya. Dan apabila ada konsumen yang mengadukan keluhan 
terhadap penggunaan zat aditif pada makanan  dan tidak mendapat 
tanggapan dari pelaku usaha. Maka, konsumen dapat mengadukan 
kepada Yayasan Lembaga Konsumen, Lembaga Perlindungan 
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Konsumen Swadaya Masyarakat serta Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan. 
 Prosedur untuk mengajukan pengaduan kepada Yayasan Lembaga 
Konsumen, serta mekanisme penanganannya yaitu sebagai berikut:82 
1. Mengajukan pengaduan melalui telepon, surat atau datang 
langsung. Pengajuan melalui telepon dapat dikategorikan menjadi 
dua, yaitu: 
a. hanya minta informasi atau saran (advice), maka telpon itu 
cukup dijawab secara lisan pula dan diberikan advice pada saat 
itu dan selesai 
b. Pengaduan untuk ditindaklanjuti. Jika konsumen meminta 
pengaduannya ditindaklanjuti, maka si penelepon diharuskan 
mengirim surat pengaduan secara tertulis ke Yayasan Lembaga 
Konsumen yang berisi : 
1) kronologis kejadian yang dialami sehingga merugikan 
konsumen; 
2) wajib mencantumkan identitas dan alamat lengkap 
konsumen; 
3) menyertakan barang bukti atau fotocopy dokumen pelengkap 








4) Apakah konsumen sudah pernah melakukan komplain ke 
pelaku usaha. Jika belum pernah, maka konsumen 
dianjurkan untuk melakukan komplain secara tertulis ke 
pelaku usaha terlebih dahulu. 
5) Cantumkan tuntutan dari pengaduan konsumen tersebut. 
2. setelah surat masuk ke Yayasan Lembaga Konsumen, resepsionis 
mendaftarkan surat-surat yang masuk secara keseluruhan (register 
I). Selanjutnya surat diberikan kepada Pengurus Harian setidaknya 
ada tiga yaitu (a) ditindaklanjuti/ tidak ditindaklanjuti (b) bukan 
sengketa konsumen (c) bukan skala prioritas. Surat di disposisikan 
ke Bidang Pengaduan Konsumen dilakukan register II Khusus 
sebagai data pengaduan. 
3. setelah surat sampai ke personil yang menangani maka dilakukan 
seleksi administrasi berupa kelengkapan secara administrasi.  
4. Setelah proses administrasi dan analisis substansi, yaitu 
korespondensi kepada pelaku usaha dan instansi terkait 
sehubungan dengan pengaduan konsumen. Pada tahap pertama 
korespondensi yang dilakukan adalah meminta tanggapan dan 
penjelasan mengenai kebenaran dan pengaduan konsumen 
tersebut. Di sini yayasan Lembaga Konsumen memberikan 
kesempatan untuk mendengarkan kedua belah pihak yaitu versi 
konsumen dan versi pelaku usaha. Tidak jarang dengan 
korespondensi ini kasus dapat diterima masing-masing pihak 
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dengan memberikan jawaban surat secara tertulis ke Yayasan 
Lembaga Konsumen yang isinya permintaan maaf kepada 
konsumen dan sudah dilakukan penyelesaian langsung kepada 
konsumennya. 
5. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam korespodensi ini 
masing-masing pihak tidak menjawab persoalan dan bersikukuh 
dengan pendapatnya. Dalam kondisi ini Yayasan Lembaga 
Konsumen  mengambil inisiatif untuk menjadi mediator. Yayasan 
Lembaga Konsumen membuat surat undangan untuk mediasi 
kepada para pihak yang sedang bersengketa untuk mencari solusi 
terbaik. 
6. Yayasan Lembaga Konsumen memberi kesempatan kepada kedua 
belah pihak untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya 
tanpa boleh dipotong oleh pihak lain sebelum pihak pertama selesai 
memberikan penjelasan. Setelah masing-masing menyampaikan 
masalahnya, maka Yayasan Lembaga Konsumen memberikan 
waktu untuk klarifikasi dan koreksi tentang apa yang disampaikan 
oleh masing-masing pihak. 
7. Setelah permasalahannya diketahui, maka masing-masing pihak 
berhak menyampaikan opsi atau tuntutan yang diinginkan, sekaligus 
melakukan negosiasi atas opsi atau tuntutan tersebut untuk 
mencapai kesepakatan. Apabila telah dicapai kesepakatan, maka isi 
kesepakatan itu dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. 
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Tahap akhir dari proses mediasi adalah mengimplementasikan hasil 
kesepakatan. Dalam melakukan penyelesaian kasus secara 
mediasi, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi yaitu : 
a. terjadinya kesepakatan berarti selesai 
b. tidak terjadi kesepakatan alias deadlock, artinya kasus selesai 
dalam tingkatan litigasi. 
 Untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsussmen maka 
setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi 
standar keamanan dan mutu pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 
111 Undang-Undang tentang Kesehatan bahwa makanan dan 
minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada 
standar dan/atau persyaratan kesehatan, dan hanya dapat diedarkan 
setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi hak 
konsumen yakni berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan 
dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. 
 Untuk mewujudkan hak konsumen tersebut maka dalam Pasal 87 
Undang-Undang tentang Pangan menentukan bahwa pemerintah 
dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium 
sebelum diedarkan, pengujian yang dimaksudkan dilakukan di 
laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh 
akreditasi dari pemerintah. 
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 Upaya pengujian terhadap pangan sebelum beredar dan bahkan 
pangan yang telah beredar harus dilakukan karena tidak sedikit pelaku 
usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalankan usahanya sesuai 
dengan kewajiban pelaku usaha yang telah ditentukan dalam UUPK 
Pasal 7 huruf (a) yaitu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik 
dalam melakukan kegiatan usahanya.  
 Pada  Pasal 62 angka 1 UUPK ditentukan bahwa pelaku usaha 
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf 
a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 
B. Peranan Pemerintah dalam Mengawasi Makanan yang 
Mengandung Zat Aditif 
 Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, pemerintah 
membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menunjukkan 
perhatian pemerintah dalam melakukan pengawasan serta menjamin 
keamanan produk pangan yang beredar di masyarakat, pada Pasal 67 
Keputusan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 
Susunan Organisasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu 
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melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan 
makanan. 
 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan merupakan 
“perpanjangan tangan” dari Badan Pengawas obat dan Makanan yang 
terletak di Ibu Kota Provinsi di seluruh Indonesia.83 Salah satunya 
adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang terletak di 
Makassar dan untuk wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan ini meliputi Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. 
Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan No. 0501/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan, Maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 
terdiri dari : Bidang Pengujian Terapetik , Narkotika, Obat Tradisional, 
dan Produk Komplimen yang mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan 
laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan 
penilaian mutu bidang di bidang produk terapetik, narkotika, obat 
tradisional, kosmetik dan produk komplimen. Dan Bidang Sertifikasi 
dan Layanan Informasi Konsumen yang bertugas melaksanakan 
penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan 






Hasil wawancara penulis (Rabu, 24 Juni 2015) dengan Ahmad 
Yani, Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen 
(SerLIK), menyatakan bahwa tugas Balai Besar Pengawas Obat dan 
Makanan yaitu; 
1. Pengawasan sarana makanan; 
2. Pengambilan contoh makanan (sampling); 
3. Pengujian makanan; 
4. Penyebaran informasi; 
5. Bimbingan kepada petugas dinas di Kabupaten/Kota; 
6. Bimbingan kepada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP); 
7. Pembinaan kepada kantin-kantin sekolah; 
8. Pengawasan terhadap makanan jajanan; 
9. Menyediakan layanan informasi konsumen; 
 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan telah melaksanan 
fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap makanan dan 
minuman yang tidak sesuai dengan aturan atau mengandung zat aditif 
yang berbahaya. Sesuai dengan data yang diberikan oleh Pihak Balai 
Besar Pengawas Obat dan Makanan kepada Penulis pada tanggal 24 
Juni 2015. Beberapa makanan yang mengandung zat aditif yang 
berbahaya dalam sampling yang telah di ambil sebelumnya oleh pihak 






Jenis Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan. 
No Nama Produk Pangan Nama Bahan Berbahaya Jumlah 
1 Kue Onde-Onde Arsen 1 
2 Kerupuk Udang Boraks 1 
3 Es Putar Boraks 1 
4 Ikan Sarden Kering Formalin 1 
5 Apel Washington Formalin 1 
6 Baking Powder Rhodamin B 2 
7 Cendol Rhodamin B  9 
8 Biji Delima Rhodamin B 7 
9 Sagu Mutiara  Rhodamin B 4 
10 Halus Manis Rhodamin B 1 
11 Kue Mangkok Rhodamin B 1 
12 Putu Ambon Rhodamin B 2 
13 Bolu Kukus Rhodamin B 1 
14 Agar-Agar Rhodamin B 1 
15 Nata de coco Rhodamin B 1 
16 Kerupuk Rhodamin B 3 
17 Terasi Rhodamin B 3 
18 Telur Masak Rhodamin B 1 
JUMLAH 41 
Sumber : Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 
Tahun 2014. 
 
 Tabel tersebut menunjukkan bahwa jenis zat aditif yang banyak 
digunakan pada makanan maupun minuman adalah Rhodamin B yang 
merupakan jenis zat pewarna sintetis yang tidak diizinkan 
penggunaannya untuk makanan, karena Rhodamin B tersebut 
merupakan jenis pewarna yang digunakan untuk tekstil. Hal tersebut 
membuktikan bahwa pelaku usaha selain tidak menjalankan usahanya 
dengan baik, pelaku usaha juga telah melakukan apa yang telah 
dilarang dalam Undang-Undang tentang Pangan Pasal 75 Angka 1  
yang menentukan bahwa: 
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“setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan 
dilarang menggunakan: 
a. Bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal 
yang ditetapkan, dan/atau 
b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.” 
 
 Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri Republik 
Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 
Indonesia No. 43 Tahun 2013, No. 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan 
Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan menjelaskan 
bahwa pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam 
pangan dilakukan terhadap jenis bahan berbahaya antara lain: Asam 
Borat, Boraks, Formalin (larutan formaldehid), paraformaldehid (serbuk 
dan tablet paraformaldehid), pewarna merah Rhodamin B, pewarna 
merah amaranth, pewarna kuning metanil (methanil yellow) dan 
pewarna kuning auramin. 
 Ahmad Yani menjelaskan bahwa untuk penjualan zat-zat aditif yang 
tidak diizinkan untuk ditambahkan pada makanan seperti formalin, 
boraks dan Rhodamin B tersebut sebenarnya tidak dipermasalahkan, 
karena zat-zat aditif tersebut memang diperlukan dan mempunyai 
fungsi tersendiri, tetapi zat aditif tersebut tidak diperuntukan bagi 
makanan. Karena zat aditif tersebut bukan tambahan untuk makanan, 
melainkan bahan berbahaya untuk makanan. Sedangkan untuk 
pemeriksaan atau pengawasan makanan-makanan yang beredar di 
masyarakat seperti di pasar tradisional dilaksanakan setiap saat, 
karena Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mempunyai data 
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base yang dijadikan sebagai prioritas, dan inti dari pengawasan 
makanan ini terdiri dari 3 unsur yaitu: Pemerintah, Pelaku Usaha dan 
Konsumen.  
 Adapun bentuk pengawasan makanan yang dilakukan oleh Balai 
Besar Pengawas Obat dan Makanan yaitu dengan menugaskan 
pegawai dari bagian pemeriksaan dan penyidikan untuk memeriksa 
secara berkala makanan-makanan yang beredar di masyarakat baik itu 
di pasar-pasar tradisional, toko-toko swalayan maupun pabrik atau 
industri rumah tangga. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan 
pegawai yang ditugaskan berwenang untuk mengambil contoh 
makanan yang beredar dan/atau melakukan pengujian terhadap contoh  
makanan tersebut. Ahmad Yani menjelaskan bahwa sudah ada alat 
yang digunakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan untuk 
mendeteksi makanan-makanan yang mengandung zat berbahaya salah 
satunya adalah “Digital Formaldehyde Meter”’. Digital Formaldehyde 
Meter ini digunakan untuk mendeteksi formalin dan boraks pada 
makanan. 
 Digital Formaldehyde Meter ini merupakan pengimplementasian 
dari teknologi  Electronic nose. Teknologi Electronic nose merupakan 
teknologi data akuisisi dengan penghubung pengolah data, biasanya 
dilakukan untuk menyelesaikan masalah dari sistem pembuatan alat 
yang terdiri dari deret sensor gas (sensor gas array). Electronic nose 
merupakan sistem portabel yang memiliki kelebihan seperti ukuran 
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yang kecil, dan biaya operasional yang murah. Dengan 
mempertimbangkan kelebihan instrumen ini yaitu mengaplikasikan 
Electronic Nose sebagai alat deteksi formalin. “Digital Formaldehyde 
Meter” dirancang dengan sistem digital, sinyal input dideteksi dari deret 
sensor TGS kemudian diproses dengan bantuan mikrokontroler yang 
diperkuat oleh amplifier dan digitalkan oleh sebuah digital LCD (Liquid 
Crystal Display) ke digital convertor.84 
 Metode uji performansi alat “Digital Formaldehyde Meter” yang 
efisien menggunakan sample padat dan  cair dengan proses kalibrasi 
menggunakan alat spektrovo meter uv, kemungkinan alat ini untuk error 
2,93% sehingga keefektifan alat ini sekitar 97%. Selain itu metode 
pengukuran kadar formalin pada makanan (sampel cair dan sampel 
padat) yaitu pada sample padat melalui proses pengecilan ukuran 
terlebih dahulu, kemudian dipanaskan menggunakan suhu sebesar 
70oC selama 1 menit dalam keadaan tertutup. Lalu sensor mendeteksi 
kandungan formalin yang ada  pada sample tersebut. Nilai konsentrasi 
formalin dapat dilihat pada LCD. Langkah pengujian  pada sample cair 
sama, namun tidak melewati proses pengecilan ukuran terlebih 
dahulu.85  
 Ahmad Yani menjelaskan bahwa penjatuhan sanksi untuk 
pelanggaran penggunaan zat aditif yang dilakukan oleh pelaku usaha, 






Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, dan UUPK. Penerapan 
Undang-Undang Pangan dan  Undang-Undang Kesehatan yang 
dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, ketika 
menemukan makanan yang tidak sesuai aturan atau mengandung zat-
zat yang berbahaya bagi kesehatan konsumen ketika melakukan 
pemeriksaan, maka makanan tersebut akan langsung diproses, baik itu 
melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Sedangkan UUPK 
digunakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan jika ada 
pengaduan langsung dari konsumen. Penjatuhan sanksi yang diberikan 
oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan lebih kepada 
penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini di 
lakukan dengan cara penarikan dari peredaran dan memusnahkan 
makanan tersebut, pemusnahannya bisa dengan membakar ataupun 
mengubur makanan tersebut, untuk pemusnahan melalui pembakaran 
pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan meminta 
pertimbangan kepada pihak lingkungan hidup, apakah makanan 
tersebut tidak berdampak buruk bagi lingkungan jika makanan tersebut 
dimusnahkan dengan cara dibakar. 
 Makanan yang diedarkan melalui agen, apabila ditemukan tidak 
sesuai dengan yang telah ditentukan, maka pihak Balai Besar 
Pengawas Obat dan Makanan mengembalikan makanan tersebut 
kepada agennya untuk dikembalikan kepada pabrik atau industri yang 
memproduksi makanan tersebut untuk dimusnahkan. Untuk 
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membuktikan bahwa agen tersebut telah mengembalikan makanan 
tersebut kepada pihak pabrik atau industri, Balai Besar Pengawas Obat 
dan Makanan meminta kepada agen bukti penerimaan makanan yang 
tidak sesuai dengan aturan tersebut oleh pihak pabrik atau industri. 
 Terhadap Pelanggaran penggunaan zat aditif pada makanan dapat 
dijatuhkan sanksi berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Pangan, 
yang menentukan bahwa: 
“setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang 
dengan sengaja menggunakan: 
a. Bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang 
ditetapkan; atau 
b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1)  dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 
Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 
  
 Untuk kasus makanan yang menggunakan zat aditif yang tidak 
diizinkan maupun yang diizinkan akan tetapi tidak sesuai dengan batas 
maksimum penggunaannya belum ada yang masuk dalam peradilan 
resmi, sehingga sanksi yang diterima oleh pelaku usaha yang 
menggunakan zat aditif yang tidak sesuai dengan ketentuan, masih 
terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang 
yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan setempat, seperti 












A. Kesimpulan  
 Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen maka 
setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi 
standar keamanan dan mutu pangan, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 111 Undang-Undang tentang Kesehatan bahwa makanan 
dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus 
didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, dan 
hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 87 
Undang-Undang tentang Pangan menentukan bahwa pemerintah 
dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium 
sebelum diedarkan, pengujian yang dimaksudkan dilakukan di 
laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh 
akreditasi dari pemerintah. Upaya pengujian terhadap pangan 
sebelum beredar dan bahkan pangan yang telah beredar harus 
dilakukan karena tidak sedikit pelaku usaha yang tidak beritikad 
baik dalam menjalankan usaha nya sesuai dengan kewajiban 
pelaku usaha yang telah ditentukan dalam UUPK Pasal 7 huruf (a) 
yaitu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam 
melakukan kegiatan usahanya. 
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2. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah Balai Besar Pengawas 
Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar dalam mengawasi 
makanan yang mengandung zat aditif yaitu dengan cara 
menugaskan secara berkala pegawai dari bidang pemeriksaan dan 
penyidikan ke pasar-pasar tradisional, toko-toko swalayan, pabrik 
atau industri rumah tangga untuk pengambilan sampel makanan 
yang terdeteksi mengandung zat aditif yang tidak sesuai dengan 
ketentuan, yang kemudian akan dilakukan pengujian di 
laboratorium. Serta memusnahkan makanan tersebut jika dari hasil 
pemeriksaan, makanan tersebut mengandung zat aditif yang 
berbahaya atau tidak sesuai dengan ketentuan. Pemusnahan yang 
dimaksudkan adalah dengan cara membakar atau mengubur 
makanan tersebut, untuk pemusnahan dengan cara dibakar pihak 
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan miminta pertimbangan 
terlebih dahulu kepada pihak lingkungan hidup apakah makanan 
tersebut berbahaya bagi lingkungan atau tidak. 
B. Saran  
1.  Konsumen harus berhati-hati dalam memilih makanan yang akan 
dikomsumsinya, jangan menilai kesegaran makanan dari warna 
makanan tersebut. Dan jika mengetahui ada pelaku usaha yang 
menggunakan zat aditif yang dilarang atau tidak sesuai dengan 
batas maksimum penggunaan zat aditif, jangan takut untuk 
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melaporkan pelaku usaha tersebut kepada pemerintah atau 
lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada. 
2. Pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan usahanya, 
jangan hanya memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri, tanpa 
memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dari makanan yang 
diproduksinya jika menggunakan zat-zat aditif yang tidak diizinkan 
atau tidak sesuai dengan batas penggunaan maksimal zat aditif. 
Karena dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan konsumen. 
3. Yayasan Lembaga Konsumen atau Lembaga-Lembaga Swadaya 
Masyarakat agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan 
terhadap makanan-makanan yang beredar di masyarakat. 
4. Pemerintah harus lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi-
instansi yang terkait dalam pengawasan pangan, dan lembaga-
lembaga swadaya masyarakat. Karena pemerintah dapat dibantu 
oleh instansi-instansi dan lembaga-lembaga tersebut untuk 
memberikan pendidikan kepada konsumen tentang zat-zat aditif 
yang diizinkan dan yang tidak diizinkan serta batas penggunaan 
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